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PERATURAN BUPATI GORONTA!.O 

NOMOR a TAHUN . 2025 

TENT ANG 

TATA CAPA PENCALOKASlAN ALOKASI DANA DESA 

DEN.CAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPAfl OORONTALO, 

. ' I 

f ; 

i ' 
' 

Menimbang 

Mengingat 

oahwa untuk melaksanakan kelentuan Pasal 96 ayat 
ayat (SJ Pcraturan Pcmcnntah Nomor 43 Tahun 2014 

I 
tcnlang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 
6 Tahun 2014 tentang Dcsa sebagaimana telah diubeh 

" terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor l I Tabun 
I 

201') tentang ' pen.,bahan kcdua alas Pcral\.Sll,n 
Pemerintah Nomor 43 1ahun 2015 tentang Peraruren 

Pelaksanaan Undang·Undang Nomor 6 Tahun 2014 
• ' tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupeti . 

tentang Tata Cara Pengalokasian Alok.asi Dana Deea: 1 

: I. Pasal 18 ayat {6) Undang·Undang Dasa.r Negeri Repblik 
Indonesia Te.bun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor �9 iahun 1959 lc.'111ang 

Pcmbentukan Daerah-daerah . 
(Lemb&ran, Negara Repubhk 

. 
Tmgkat II di Su111.wes1 
Indonesia Tahun l tsq 

r ' 
Nomor 74, Tarnbahllt\ Lemba.ran Negnra Rcpu�ik 

· Indonesia Nomor 1822); 
3. Undang-Und.ang Nomor 6 Tahu� 2014 tentang 

Oesa {Lembaran N�gara Rcpublik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 7; Ta.mbahan Lembantn Negara Rcpuiil.ik 
r • 

lnaonesia Nomor 5495) scbegoimana telah bcberapu kali . ' . 



I 
diubah tera.khir dengan Unde..ng-Undang Cipta Kclrja 

(1:embarB!l Negara Republik: Indonesia Tahun 29�0 

Nomor 245, Tambahe..n Lemberan Negara Rcpublik 
'· 

'I 4. UnC!_;u,.g-Undang Hornor 23 Tahun 2014 tentilbg 
Pemcrintaho.n Dacmh (Lembaran Negara Repu��k 

Indonesia Tahun 201'4 Nomor 224, Tambahan Lem�it,n 
N,..,., Ropublik lndcnesla Nomo, 5587) ,ebogiunu,t �' telah bcberapa kali' diubah terakhir dengan Und - 
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pcneta �n . ' 
Peraturan Pemerintah Pengganll Undang-Undang No�or 
2 1'ahun 2022 tentang _Cipta Kerja menjadi unda1�­ 

Undang (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia T�n . 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 

I ' 
i 

5. Pcraturan Pcmerintah Nomor 43� Tahun 2014 ten 
' Peraturan Pclaksanaan Undang-Undang Nomor •• 
• Tahun 2014 ten tang 0e .. (Lembnran NeW" . 

' R�publik Indones.a Tahun 2014 Nomor I�, 
Tambahan Lcmbaran Negara Rcpublik Iedoneeia 
1'1omor 4587) sebaga.imana telah d.iubah terakhir 

dengan Pereturan Pernerintah N�mor 11 Tahun 2� I 
tentang Sadan Usaha Milik Desa (Lembaran Negfa 
R0epublik Indonesia Tahun 2021 Nomor 11, 
Tambahan Lembtlran Negara Rcpubllk Indonesia 
Nomor 6623); 

. . 
" . 

MEMUTUSKAN: 
' 

lndoneeia Nomor 6573; 

Indonesia Nomor 68�61; 

Mencl.apkan PERAnJRAN BUPATI TENT ANG TATA 

PENGALOKASlAN ALOKASI DANA DESA 

. 

CARA 



KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

' 1. Daerah -adalah daerah otonom Kabupaten Gorontalo. : , 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daeeah 

sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. i I 3. Desa etau yang disebut dengan nama lain, selanjutJtya 
' I' disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hulrum ysng 

I' memiliki batas-batas wilayah yang berwenang un,ltuk 
' mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
f I aetempat yang diakui dan I dihonnati daJam 8181,m 

Pemerintahan Negara Kesatuan. Republik Indonesia. [ 

4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan u� 
pemerintahan . oleh Pemerintah Desa dan BajiF 
Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus 
ktpentingan masyarakat setempat berdasarkan 

dan &.dat istiadat setempat yang diakui clan 

dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan 
Indonesia. 

' asal-usul 
I' dihormatr 

Republik 
' ' 11 5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkar 

Deaa sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Desa. , , 
' 6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, 
I adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrll.si 

' '' I, 
Desa, selanJu�a 

keuangan tahurr 
ditetapkan dengatl 

Desa sebagai 

oleh beraama 

dalam penyelenggaraan Pt:merintahan 
penyelenggaraan Pemerintahan Desa. 

I 7. Anggaran Pendapatan dan Bllanja Daerahl :,eianJuwa 
disebut APBD, adalah rencana keuangan 

tahul;,, 

Pemerintahan Daerah yang dibahas dan diseJJ: 
I ' Pemenntah Daerah dan DPRD, �an 

ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja 
d.isebut APB Desa, adalah rencana 

' Pemerintah Desa dan BPD yang 
Peraturan Desa. 



I 
I I 

9. Alokasi Dana Deaa., flclanjutnya diaebut ADD, adalah dana 
' ' ' 

yang dialokasikllll oleh Pemerintah Daerllh untuk Desa, 
' . I' yang bersumiJer dari �gian dana perimbangan keuangan 

nusat dan daerah yang diteril:na oleh Dacrah. , 
! I 

' 
BAB II 

PENGALOKASIAN ADD 
Pasal 2 

ti) Pemerintah 

Pendapatan 
anggaran. 

Daerah mengalokasikan dalam An� 

dan Belanja Daerah ADD setiap tah�n 
' 

pada dimaksud sebageimaoa ayat I (1) 
I 

dite,apkan sebesac 10% {sepu\uh perseratusj dari dana 
' perimbangan yang diterima dalam Anggaran Pendapatan , ' 

Dan Belanja Daerah setelah dllCUTIUlgi Dana AJokas1 

(2) ADD 

Khusus. , . ' ' 
. (3) �ngalo�sian ADD sebagaime.na d.imaksud pada ayaf K2J 

mcmpertimbangkan : 
11. kebutuhan pengha.silan tetap Kepala Dcsa dan 

perang.kat Desa; dan 

b. jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan DeSll, tues 
' - wilayah Cesa, dan tingkat kesulitan geografis �sa 

scrta kinerja pemerintah desa. 
(4) Dalam hal terdapal kurang dan/ a tau lebih bayar ADD, 

' ' 

dilaksanakan sesuai dengan kclentuan peraturan 
pt-rundang-undangan. 

Pa,aJ 3 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

Tata Cara Pengalokasian ADD sebagajmana dimaksud da;l.u.m 
' i 

Pasal 2 tercantum dala!n Lampiran yang merupakan bapan 
' 

• 
' " 



Pasal • 

pengajokasian ADD eetiap Desa ditetapkan dcngan Keputuean 
Bupali. 

BAB m 
KETENTUAN PENtTI'UP 

Pasal 5 

Peraturan Bupati ini mulai bcrlaku pada tenggal 

diundangkan 

Aga, setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
dengan pengundangan Ptraturan Bupati lni 

penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Goronta1o. 

Ditetapkan di Limboto 
pada tanggal 8 'fe,¥.AJ� � 

4 GORONTAW, 

Diundangkan di Limboto 
pad.a tanggal 8 1'� ,O>f 

MOHAMAD TR!ZAL NTENGO 

SERITA DAERAH KABUPATEN GORONTAW TAHUN 2025 NOMOR a 



PERAnJR\N BUPATI GORONTALO 
NOMOR ;l TAHON 2025 

TENT ANG 

' 
• 

I 
TATA �ARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN 

RlNCIAN ALOKASJ DANA DESA BERSUM�ER 

DARI ANGGARAN PENDAPATAN PAN 
" BEJ..ANJA DAERAH 

TATA CARA PENGALOKASIAJ( ALOKASJ DANA DESA BERSUMBER DA,lU 
' ANGGARA.N PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Ir 
' 

L PENDAHULUAN 

I. Latar Belakang 
' Sesuai dengan aznanah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tenJtang 

Desa maka daerah memiliki kewenangan membuat keb1Jabn­ 

kebijakan tentang desa, terutama dalam memberikan pelayanan, 
peningkatan peran serta, peningkatan 
masyarakat desa yang ditujukan bagi 
desa. 

' ' prakarasa, pemberdayaan 
' kesejahteraan m.asyrullkat 

2. Maksud dan Tujuan 
a. Maksud 

Memberi arah bagi pemerintah desa da1am pemanfaatan -dan 
penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Gorontalo. 

b. Tujuan 

' 1. Memberikan gambaran tentang pihhan program/kegiatan yang 
diutamakan dalam pengganaan ADD tahun 2025. 

' 2. Memberikan gambaran tentang upaya untuk efektifitas 
I. penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melaks�an 

pelayanan pernerintahan, pe�bangunan dan kernasyara�n 

sesuai dengan kewenangannya . 

• 



pemerintahan clan pelayanen masyare.kat. 
fungsi pemerintahan dna de.Jam rangka peningkatan 

•• •----�· --OM - _,,_, __ ., <>(U .. �"'"'''" VC:U\,,ld UIU\ �Kl 
desa yang dimanfaatkan untuk mendukung crclctifitas tugaa pokoll; dan 

' T'"' 
2. Swober pendapatan deaa dica'tat dan d.ikclola mellillu.i APB 

De�. 

3. Pengelolaan keuangan desa dan dilakukan menurut �insip 
pengekllaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan. 

4. Kegiatan yang didana.i oleh ADD direncanake.n, dilakse.nakan! dan 

dievaluasi secara terbuka dengan melibatkan seluruh unsur 
!;ang 

ada di desa. 
- 

S. Selur.th �egiatan harue dapat dipcrtanggungjawabkan 
11.dminiatratif, teknis dan hukum. 

I . 

'F'"' 

Dcaa yang besarannya ditctapkan dengan Peraturan Bupati 

. ' ' SASARAJf PEIIAJIFAATA1' D�'f PENGGUIIAAII ALOKASI DAKA Dr.a&. 
•• Alokasi da.na desa secara umum pemanfaat.an dan penggunll.M'lnya 
I ' diare.hkan pada eeeeran: 

a .. Alokasi D� Desadigunekan untuk penghasilan tetap dan tunjfgan 

setta lambahan pcnghasilan lainnya bagi Kepala Dcsa dan Pc-r�gkat 
I 

m. 

b. Opere.sional Pcmerintah Oesa. 

c. Tunjangan dan Opcrasional Badan Permusyawaratan Desa. 

d. 1\mjangan dan jaminan kesehatan begi k.epala dcsa dan perai1kat 
desa. 

c. Peningk.atan kapasi.taa aparatur pemerint.ah dcsa mc�j,uti 

penyclcnggaran birnbingan teknia dan biaya pclatihan lainnya. 
r. ln"ICntif bagi pctugas pclaksana dalam pcmcrintahan desa tpPKBD, 

Sub PPKBD, Imam Deaa dan Pctugas Keagamaan Desa, Satuan r;ugas 
(Satgas) Desa, Satuan Linmaa Cesa dan lainnya). 

g. Kcgiatan pemcrintahan. pcmbangunan, pembinaan kemasyarakatan 
' . 

dan pemberdayaan masya.rakat yang telah ditetapkan dalam dokumen .. 
RPJM dan PKP Desa. 

IV. PENY ALURAJJ 

Alokasi Dana Dcsa disalurkan setiap bulan secara tcpat 
Rckening K.as Daerah kc Rekening Kas Dcsa. 

waktu \ �ari 

, . 



Aloka.al Dana Deaa di�ggungjawabkan secara ekonmia, 
diaien,\�an 

efektif ac:rta trans� dan akuntabel ecsuoi dengan ketentuan pcraturs.n 
. ' 

perundang,unda.ngan yang berlaku. ! · 

' ' I ' Pengawa.san Pengelolaan Alokasi Dana De1>d merupakan satu kesawan 
yang tidak terpisah� dengan pengawasan keuangan desa secara ut, 

I 

; . 

. I 

I' 
I ' 

' 

•. 

I '. 

VJ, PENOAWASAlf 


